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ABSTRAK 

Pembuktian dalam proses peradilan perdata merupakan kebenaran yang dicari dan 

diwujudkan hakim, alat bukti yang sah secara hukum acara perdata diatur dalam 

pasal 164 HIR/284 RBg, dengan perkembangan zaman hubungan hukum juga 

terjadi melalui internet yang dapat mempermudah dalam berkomunikasi dan 

bernegoisasi untuk mencapai kesepakatan yang nantinya bisa melahirkan suatu 

perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman alat bukti elektronik tersebut 

bisa dijadikan sebagai suatu petunjuk terhadap suatu peristiwa, dan apabila alat 

bukti elektronik tersebut diajukan ke pengadilan bagaimanakah kekuatan alat 

bukti tersebut salah satu contoh kasus terdapat pada Pengadilan Negeri Padang 

Kelas IA dengan putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg yang mana salah satu 

alat bukti elektronik yang diajukan adalah hasil cetak e-mail. Rumusan masalah 

dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti 

elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Padang Kelas 

IA pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg? 2. Bagaimana pertimbangan 

hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam memutus perkara 

menggunakan alat bukti elektronik dalam putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN 

Pdg?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan 

yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: kekuatan alat bukti 

elektronik yang pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/Pn Pdg berupa hasil cetak 

e-mail ini adalah bebas artinya alat bukti ini membutuhkan alat bukti lain karena 

disini hakim tidak terikat dengan alat buktinya, pertimbangan hakim 

menggunakan alat bukti elektronik ini dalam memutus perkara nomor 

104/Pdt.G/2016/PN Pdg adalah secara normatif di dasari oleh Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak dari e-mail ini sudah 

dicocokan dengan aslinya oleh panitera dan diberi materai yang cukup karena itu 

merupakan syarat materil dari sah nya suatu alat bukti elektronik digunakan atau 

tidak, serta sudah adanya pengakuan dari pihak lawan terkait dengan alat bukti 

elektronik ini. 
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